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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan
Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018
Tentang Penghapusan Batas Usia Guru Honorer Dalam Seleksi CPNS” yang
bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Putusan
Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 perihal Penghapusan Batas Usia
Guru Honorer Dalam Seleksi CPNS serta bagaimana tinjavan Figh Siyasah
terhadap Putusan Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia bagi
Guru Honorer dalam Seleksi CPNS.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan
pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif
yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit
mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 tentang
Penghapusan Batas Usia bagi Guru Honorer dalam Seleksi CPNS, selanjutnya
data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Figh
Siyasah.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung melalui
Putusan Nomor 74/P/HUM/2018 membatalkan dan menyatakan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi dan Birokrasi tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Pasal
28D Ayat (2) dan (3) UUD 1945, pasal 5 huruf e dan pasal 6 huruf g Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, pasal 1 ayat (22), pasal 2, pasal 61 dan pasal 67 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut pendapat hukum
Mahkamah Agung materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
asas keadilan, non diskriminatif, kesetaraan, kesejahteraaan secara proporsional
serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam mengatur kehidupan
berbangsa dan bernegara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur regulasi
pembatasan usia pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Khusus
yaitu paling tinggi usia 35 Tahun tidak bisa diberlakukan sama antara pelamar
umum dengan yang belum mempunyai pengalaman (fresh graduate) dengan para
guru honorer yang sudah mempunyai pengalaman mengabdi selama bertahun-
tahun. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa jasa para guru honorer yang selama
bertahun-tahun mengabdi tanpa adanya kepastian dan kejelasan status
kepegawaiannya dan dengan menerima upah yang tidak layak atau tidak sepadan
dengan jasa dan pengabdian darinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan kebijakan dari
pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang bisa mengakomodir dan memprioritaskan para guru
honorer dalam mengikuti seleksi CPNS tanpa ada batasan usia pelamar bagi
tenaga honorer.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin.
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan

No Arab Indonesia Arab Indonesia
1 | g L t
2 o b b z
3 e t ¢ ‘
4 & th ¢ Gh
5 = j B F
6 z h 3 Q
7 c kh 4 K
8 5 d J L
9 3 dh . M

10 ; r 3 N
11 5 z 5 w
12 o S » H
13 o sh : ’
14 o~ $ ¢ Y
15 -~ d




B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Nama Indonesia
Huruf Arab
—_— fathah A
—_ kasrah I
_ dammah U

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika

hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat

sukun. Contoh: igtida’ ( sL=3))

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Nama Indonesia Ket.
Huruf Arab
o fathah dan ya’ ay adany
2 fathah dan wawu aw adan w
Contoh: bayna  (ox)
mawdu’ (g o)
3. Vokal Panjang (mad)
Tanda dan Nama Indonesia Ket.
Huruf Arab
t fathah dan alif a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
3§ dammah dan wawu u u dan garis di atas

Xi




Contoh: al-jama’ah (4eleall)
takhyir( os5)
yaduru (os)
C. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1. Jika hidup (menjadi mudafj transliterasinya adalah ¢.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah A.

Contoh: shari’at al-Islam (oY) dny 5 )

shari’ah al-Islamiyah ( Aedwy) dx b )

D. Penulisan Huruf Kapital
Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau
kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti
ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter)

untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan

huruf besar.

Xii



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia memilik peran dan fungsi
yang sangat diutamakan dan tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang
lainnya. Dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas yaitu
melakukan cara rekrutmen agar tercapainya sebuah tujuan. Rekrutmen yaitu
proses mencari, menemukan dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam
suatu organisasi. Organisasi publik seperti pemerintah, sumber daya manusia
lebih dikenal dengan istilah pegawai negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
dijelaskan Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah setiap warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.'

Tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu

kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mana Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah

"Nurul Fajri, Zainal Abidin, Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga
Kerja Honorer Kategori Il Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsiyah, Vol. 2 No. 2: 570-592, Mei 2017, him. 4



kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah
satunya dalam hal pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab
pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu
sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat
itu sendiri.?

Tenaga honorer itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam
pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah
atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.’ Tenaga honorer ini
kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) Kategoriyaitu Tenaga Honorer
Kategoril (K1) dan Tenaga Honorer Kategori 2 (K2).

Alasan diberlakuannya tenaga honorer itu sendiri lebih kepada karena
perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau masif. Hal ini juga
didasari banyaknya instansi-instansi pemerintahan yang membutuhkan
tambahan pegawai sebagai upaya pemerintahan untuk pelayan publik
terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar juga. Hal
ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2

ayat 3 yang berbunyi:

? Dicky Agus Saputro dkk, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
him. 3

? Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil



Disamping Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
pejabat yang berwenang dapat mengangkat, pejabat yang berwenang dapat
mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat
dikategorikan sebagai Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak.”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus.
Istilah tenaga honorer tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
(PPPK). Tetapi tenaga honorer tidak bisa menjadi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja mengingat untuk menjadi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja harus mengikuti seleksi dan tes terlebih dahulu,
menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK seleksi yang akan dihadapi oleh tenaga honorer ada 2
(dua) tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.’

Sehingga instansi pemerintah baik pusat maupun yang ada di daerah
tidak bisa sembarangan menjaring Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dan harus sesuai dengan Anggaran Negara/Daerah, kebutuhan dan
mengingat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mempunyai hak
yangsama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali hak mendapatkan

jaminan pensiun dan jaminan hari tua berdasarkan Pasal 21 dan 22 Bab Hak

* Dicky Agus Saputro, et al., Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ..., hlm. 4

> Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja)



dan Kewajiban Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

Bahwa di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi ini, memunculkan berbagai macam
tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk ikut dalam persaingan
dan menunjukkan eksistensinya. Tantangan yang muncul sangat
mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yang mengemban tugas
penting untuk tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga
membantu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing
unggul.

Pendidikan di Indonesia terbagi dalam 4 bagian penting, yaitu lembaga
pendidikan, kurikulum pendidikan, guru dan siswa. Lembaga pendidikan
adalah wadah dan organisasi formal yang mendukung berjalannyaproses
pendidikan, dalam hal ini belajar dan mengajar. Kurikulum pendidikan
adalah sistem pembelajaran dan bahan-bahan pembelajaran yang digunakan
dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dari keempat bagian itu, guru merupakan kunci sukses dalam mencapai
tujuan pendidikan. Peran guru sangatlah penting, karena guru mengemban
tugas untuk mencapai tujuan baik dari lembaga pendidikan, kurikulum dan
bahkan dari para siswanya. Dalam upaya pemerintah meningkatkan mutu
pendidikan, guru terus menerus dituntut kompetensi dan profesionalismenya,
namun tuntutan tersebut tidak diimbangi dengan upaya peningkatan

kesejahteraan guru.



Ketidakpuasan para guru honorer terhadap kebijakan-kebijakan
pemerintah yang mendiskriminasikan guru honorer dengan guru tetap
menimbulkan perilaku yang nonproduktif, seperti yang sering dipaparkan
dalam berbagai media massa adanya berita mengenai masalah ketidakpuasan
kerja pada guru honorer. Kompensasi yang diberikan kepada guru seharusnya
cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun nyatanya di
Indonesia, hanya guru yang bergelar PNS yang memiliki kompensasi
yangcukup tinggi, namun untuk guru honorer, mereka dibayar berdasarkan
kebijakan sekolah tempat dimana ia mengajar dan dibayar sesuai dengan jam
pelajaran.

Bahwa guru honorer di daerah memang cenderung terabaikan, padahal
sebagai manusia biasa, guru honorer tentu saja memiliki harapan untuk hidup
sejahtera, akan tetapi para guru honorer memiliki kepuasan batin karena
melalui profesinya, guru dapat memberikan ilmu kepada peserta didik,
sedangkan sumber ketidakpuasannya adalah guru merasa tidak kunjung
memperoleh penghargaan yang sepadan antara pekerjaan dan penghargaan
yang diterima. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan hak bagi seluruh
guru honorer untuk ikut tes seleksi CPNS. Disinilah para guru honorer dapat
bersaing satu dengan yang lainnya secara adil.’

Di tengah kampanye “Gerakan Menghormati Guru” yang disampaikan
oleh Presiden Joko Widodo pada saat Musyawarah Nasional Lembaga

Dakwah Islam Indonesia (LDII) tanggal 9 November 2016, ada

®Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 P/HUM/2018, putusan.mahkamahagung.go.id



permasalahan yang sampai dengan saat ini masih menjadi pekerjaan
rumahpemerintah, yaitu menghormati peran penting guru, utamanya dalam
kesejahteraannya, khususnya kepada guru-guru honorer. Sebagaimana
diketahui bahwa saat ini banyak guru honorer yang belum mendapatkan
kesejahteraan yang layak seperti yang di telah didapatkan oleh guru PNS,
walaupun beban kerjanya sama dengan PNS, bahkan ada yang melebihi
beban kerja PNS karena ada yang merangkap menjadi operator sekolah.
Untuk menyambung hidup, guru honorer utamanya yang belum mempunyai
sertifikasi mencari kerja dan membuka usaha sendiri untuk menambah
pemasukan atau penghasilan seperti membuka jasa les privat, menjadi
pedagang, tukang ojek online dan sebagainya.’

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2018 jumlah Eks Tenaga Honorer Kategori II
yangterdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi
persyaratan perundang-undangan berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh
delapan ribu lima ratus Sembilan puluh). Tenaga Pendidik Eks Tenaga
Honorer Kategori Il mempunyai pengertian yaitu tenaga honorer eks THK-2

yang telah bertugas sebagai guru.®

7 Idris Apandi, “Mengurangi Benang Kusut Masalah Guru Honorer”, Kompasiana.com, (13 Mei
2019) jam 23.38 WIB.

¥ Peraturan Menteri Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018



Sejak mula sebelum lahirnya berbagai gagasan tentang HAM, Islam
telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang, bahwa kedudukan
manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketaqwaannya, tidak
ada paksaan dalam beragama, dan tidak boleh suatu kaum menghina
kaumyang lain. Rasulullah Muhammad SAW sendiri bersabda, bahwa
“Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci”. Landasan pijak berkaitan
dengan hak tersebut dalam Islam dikenal melalui dua konsep yaitu hak
manusia (hag al-insan) dan hak Allah. Hak manusia itu bersifat relatif
sedangkan hak Allah adalah mutlak, tetapi antara kedua hak tersebut saling
melandasi satu sama lain.’

Tonggak sejarah praktik ajaran HAM pada masa pemerintahan
Rasulullah SAW, setidaknya dapat dijumpai dalam Piagam Madinah. Dalam
piagam tersebut setidaknya terdapat dua ajaran pokok yang merefleksikan
substansi dari HAM. Pertama, semua pemeluk Islam adalah suatu umat
walaupun mereka berbeda suku bangsa. Kedua, hubungan antara komunitas
muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip: berinteraksi secara baik
dengan sesame tetangga, saling membantu dalam menghadapi
musuhbersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan
menghormati kebebasan beragama.'’

Adapun dalil Alquran yang dapat digunakan mengenai hak asasi

manusia terdapat dalam QS. Al-A’raf Ayat 24 dan QS. Al-Isra’ Ayat 70.

? Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Depok: Prenadamedia Group, 2017), him. 799

' Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 220.
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Allah berfirman: Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi
musuh bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai tempat
kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi
sampai waktu yang telah ditentukan.”’

=
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Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.'®
Ayat ini dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk paling

sempurna yang diciptakan Allah SWT dan dalam menciptakan manusia telah
menyiapkan semuanya dengan sempurna di bumi. Allah SWT telah
memuliakan manusia di muka bumi dengan memberi rezeki di daratan dan
lautan. Dengan kemuliaan yang diberikan oleh-Nya, maka seharusnya tidak
ada diskriminasi yang dialami oleh manusia.

Namun, realita yang ada di Negara Indonesia nasib tenaga honorer yang
termasuk Tenaga Honorer Kategori 2 lebih khusunya guru honorer tidak ada
kejelasan dari pemerintah. Guru honorer yang termasuk Tenaga Honorer
Kategori 2 tidak ada kejelasan apakah bisa mengikuti seleksi CPNS yang
selama ini diimpikan oleh para guru honorer yang ada di Indonesia. Lebih

mirisnya lagi pemerintah hanya menjanjikan kepada guru honorer

akandiangkat menjadi CPNS akan tetapi sampai bertahun-tahun mereka

" Kemenag RI, A/-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al A’raf Ayat 24, hlm. 153
'> Kemanag RI, A/-Majid: Alquran dan Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Isra’ Ayat 70, him. 289



mengabdi untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa tidak ada perhatian
sedikitpun dari pemerintah.

Pemerintah seolah tidak memberikan penghargaan yang layak bagi guru
honorer atas pengabdiannya selama bertahun-tahun. Rata-rata umur mereka
para guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi lebih dari 35 tahun
karena menunggu nasib yang tidak kunjung terealisasi dan terkatung-katung.
Akibatnya guru honorer di Indonesia tertutup kemungkinan mengikuti
seleksi CPNS dikarenakan adanya regulasi batasan umur yaitu pelamar
maksimal berumur 35 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018.

Dari permasalahan tersebut para guru honorer berjumlah 58 orang yang
berasal dari Kabupaten Kebumen Jawa Tengah mengajukan Permohonan
Pengujian  Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang ke Mahkamah Agung. Para Pemohon merasa
dirugikan hak dan kewenangannya atas berlakunya Peraturan
MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36
Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Para
pemohon dalam positanya menjelaskan bahwa ketentuan Lampiran Huruf F
angka 6 huruf ¢ angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi bertentangan denganUndang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
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Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Tahun 2018 telah menimbulkan kerugian bagi para pemohon,
dimana para pemohon tidak bisa mengikuti seleksi CPNS, dengan batasan
umur paling tinggi usia 35 tahun sampai 1 Agustus 2018, bahwa Peraturan
Menteri tersebut menutup kesempatan bagi para tenaga honorer khusunya
tenaga pendidik yaitu guru honorer untuk berkompetisi menjadi CPNS.
Mengingat selama ini para pemohon telah mengabdi dan membaktikan
dirinya sebagai guru honorer.

Pada tanggal 28 Desember 2018 Mahkamah Agung mengabulkan
sebagian Permohonan pemohon yaitu para guru honorer berjumlah 58 orang
yang berasal dari Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Dalam putusannya
Mahkamah Agung menyatakan bahwa batasan umur bagi pelamar CPNS
yaitu usia paling tinggi 35 tahun yang dijelaskan di dalam Lampiran Huruf F
angka 6 huruf c angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon
Negeri Sipil Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara."

Pasca terbitnya putusan Mahkamah Agung ini meneguhkan bahwa guru

honorer kategori 2 (K2) yang berpengalaman puluhan tahun boleh mengikuti

BSuryanto, “Gugatan Guru Honorer Dikabulkan MA, Batas Usia Seleksi CPNS
Dianulir”,JawaPos, (27 April 2019) jam 19.49 WIB.
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seleksi CPNS meskipun usianya sudah melebihi atau melewati 35 tahun.
Putusan Mahkamah Agung membawa pesan agar pemerintah mendukung
dan memprioritaskan tenaga pendidik atau guru honorer yang telah lama
mengabdi untuk diberikan peluang untuk mengikuti seleksi CPNS."*
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi.
Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka
penulis membuat judul kajian, “Tinjuan Figh Siyvasah Terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 74 P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas

Usia Tenaga Honorer Dalam Seleksi CPNS”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Kepastian nasib tenaga honorer khusunya tenaga pendidik yaitu guru
honorer berusia 35 tahun ke atas.

2. Ketidak jelasnya kesejahteraan para tenaga honorer

3. Kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.

YAida Mardatillah, “MA Tegaskan Guru Honorer Berpengalaman Boleh Ikut Seleksi CPNS”,
Hukum Online.com,, (27 April 2019) Jam 19.50 WIB.
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4. Adanya kerugian Hak Asasi Manusia yang di alami oleh para guru
honorer atas berlakunya Peraturan Menteri Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018.

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 P/HUM/2018ditinjau dari Figh

Siyasah.

C. Batasan Masalah
Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah
sebagai berikut:

1. Tinjavan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Guru Honorer dalam
Seleksi CPNS.

2. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Guru Honorer dalam

Seleksi CPNS.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identfikasi masalah, maka
yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 perihal

Penghapusan Batas Usia bagi Guru Honorer dalam Seleksi CPNS?
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2. Bagaimana Tinjavan Figh Siyasah terhadap Putusan Nomor 74
P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia bagi Guru Honorer

dalam seleksi CPNS.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian tersebut."

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian
terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal
permasalahan mengenai problematika batasan usia bagi guru honorer dalam
mengikuti seleksi CPNS. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi
plagiasi, antara lain:

1. “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014°. Jurnal ini ditulis
olehDicky Agus Saputro, Prof. Sudarsono SH.M.S., Lutfi Effendi S.H.,
M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam jurnal ini
menjelaskan tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga

honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), him. 8
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Tentang Aparatur Sipil Negara.'°Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis
ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018
tentang batas usia bagi guru honorer dalam seleksi CPNS.

“Kebijakan Pemerintah Aceh Singkil Terhadap Pengangkatan Tenaga
Kerja Honorer Kategori I Menjadi Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal ini
ditulis oleh Nurul Fajri dan Zainal Abidin,Mahasiswa FISIP Unsiyah.
Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Aceh
terhadap pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS. Sedangkan dalam
skripsi yang saya tulis ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung
No. 74/P/HUM/2018 tentang batas usia bagi guru honorer dalam seleksi

CPNS.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 74
P/HUM/2018 perihal Batas Usia bagi Guru Honorer dalam Seleksi
CPNS.

Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 74 P/HUM/2018 perihal Batas Usia bagi Guru Honorer

dalam Seleksi CPNS.

'® Dicky Agus Saputro dkk, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
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G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan
Hukum Tata Negara khusunya tentang:

a. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 74
P/HUM/2018 perihal Penghapusan Batas Usia bagi Guru Honorer
dalam Seleksi CPNS.

b. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
74 P/HUM/2018 perihal Batas Usia bagi Guru Honorer dalam
Seleksi CPNS.

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait batasan usia bagi
tenaga honorer khusunya tenaga pendidik yaitu guru honorer dalam
mengikuti seleksi CPNS menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 74

P/HUM/2018.

H. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi
kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis
memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal

ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari
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ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang

merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan
kemaslahatan umat.'”

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak wusia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan
tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang
penghasilannyamenjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.'®

3. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah pegawai yang baru lulus tes

seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon

"7 Muhammad Iqbal, Figh Sivasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), him. 4

'S Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil
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Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu)

tahun."

I. Metode Penelitian
Penelitian tentang, Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 74 P/HUM/2018 perihal Batas Usia bagi Guru Honorer dalam
Seleksi CPNS, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif (normative law research) adalah penelitian dengan memaparkan
secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang
diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.*’
Tahap-tahapan seperti berikut:
1. Data yang dikumpulkan
a. Data mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018.
b. Peraturan Menteri Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No.36
Tahun 2018.
c. Figh Siyasah yang mencakup Siyasah Dusturiyah dan Hak Asasi
Manusia Menurut Islam dan Hukum Positif.
d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kepegawaian
dan guru honorer.
e. Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian Internasional yang

mengaturtentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), him. 101.
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2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan atau penelaah terhadap Dberbagai literatur atau
bahanpustaka yang Dberkaitan dengan masalah atau materi
penelitian.”' Sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari
ketentuan perundang-undangan, yurispudensi atau putusan
pengadilan yang meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018.

10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 P/HUM/2018.

“'Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dII.

3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal,
Koran dan internet). Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memrangkum, menelaah
dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deksriptif.
Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.*

?’Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 14
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5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan
permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan
hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan
rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam

membenahi persoalan yang teliti.

Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah
dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori Figh Siyasah yang meliputi
definisi, ruang lingkup,Siyvasah Dusturiyyah, Hak Asasi Manusia menurut
Islam dan teori Hak Asasi Manusia.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang
terbentuknya Mahkamah Agung, tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah
Agung, serta pembahasan tentang Batas Usia bagi Guru Honorer dalam

Seleksi CPNS sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 P/HUM/2018.
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Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 74 P/HUM/2018 untuk menjawab masalah
penelitian prespektif Yuridis dan Figh Siyasah.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari
rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan

penyampaian saran.



BABII

SIYASAH DUSTURIYAH DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Teori Figh Siyasah

1.

Figh Siyasah

a.

Definisi Figh Siyasah

Kata figh secara bahasa adalah pemahaman dan pengertian
trthadap ucapan dan perilaku manusia. Secara istilah, menurut
ulama-ulama syara’ (hukum Islam), figh adalah ilmu yang berkaitan
dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara’ mengenai amal
perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang tafsi/ (terinci,
hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Alquran
dan Sunnah)."

Kata siyasah merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang
artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan
memerintah. Kata sasa memiliki sinonim dengan kata dabbara yang
artinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan
pemerintah.” Secara terminologis, siyasah ialah seluruh perilaku

yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan

' J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1994), 21-22.

* Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.

22
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menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasullah tidak menentukannya
dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.’

Kata siyasah secara terminologis terdapat perbedaan pendapat
dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur, siyasah
berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada
kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah
sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan
kemaslahatan serta memgatur berbagai hal. Sedangkan menurut
Abdurrahman mengartikan siyasah sebagai hukum peradilam,
lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan
Negara lain.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas pada prinsipnya
mengandung persamaan. Dapat disimpulkan siyasah berkaitan
dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada
kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.* Dalam buku
figh siyasah karangan J. Suyuti Pulungan beliau berpendapat Figh
Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal
ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan

seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat

* Djazuli, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
*J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah ..., 24.
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oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran
dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat’

Berdasarkan penjelasan diatas dari berbagai kalangan ahli
hukum islam maka figh siyasah merupakan ilmu yang dipelajari
oleh pemerintah untuk membuat, membentuk atau menetapkan
peraturan serta kebijakan untuk kepentingan negara dan untuk
mewujudkan kemaslahatan umat. Figh siyasah juga bisa diartikan
hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang
kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang
wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan
mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan
selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at islam.
Ruang Lingkup Figh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup figh siyvasah, para ulama
berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah
pembagian ruang lingkup figh siyasah. Seperti Imam al-Mawardi
dalam kitab figh siyasah nya yang berjudul al-ahkam al-sultaniyyah
yang membagi ruang lingkup figh siyasah ke dalam lima bagian
antara lain:
1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyah

3. Siyasah Qadaiyyah

> Ibid., 26.
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Siyasah Harbiah
Siyasah Idariyyah

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul a/-

Siyasahal-Syar’iyyah membagikan ruang lingkup figh siyasah

sebagai berikut:
1. Siyasah Qadaiyyah
2. Siyasah Idariyyah
3. Siyasah Maliyyah
4. Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharjiyyah

Sedangkan menurut T. M. Hasbi membagi ruang lingkup figh

siyasah ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1.

Sivasah Dusturiyyah Shar’iyyah kebijaksanaan tentang
perintah perundang-undnagan;

Siyasah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang
penetapan hukum;

Siyasah Qadaiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan;
Siyasah Maliyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi
dan moneter;

Siyasah Idariyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi
Negara;

Sivasah Dauliyyah/ Siyasah Kharjiyyah Shar’iyyah yaitu
kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional;

Siyasah Tanfidziyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan;
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8. Sivasah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan

undang-undang.

Namun dari pembagian ruang lingkup figh siyasah oleh

beberapa ulama diatas, maka pada dsarnya dapat dikelompokkan

menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

1.

Politik perundang-undangan atau Siyasah Dusturiyyah. Bagian
ini meliput pengkajian tentang penetapan hukum atau
tasyri’iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau gadaiyyah
oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau
idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.

Politik luar negeri atau siyasah dauliyyah/siyasah kharjiyyah.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga
negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga
negara. Pada bagian ini juga ada politik masalah peperangan
atau Siyasah Harbiyyah yang mengatur etika berperang, dasar-
dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan

perang, dan genjatan senjata.

. Politik keuangan dan moneter atau siyasah maliyyah, yang

antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara,

pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan
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internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan
perbankan.®
c. Sumber Kajian Figh Siyasah

Setiap disiplin  ilmu memiliki sumber-sumber dalam
pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat
berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai
salah satu cabang dari disiplin ilmu figh, figh siyasah mempunyai
sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara
garis besar, sumber figh siyasah dapat dibagi dua sumber primer dan
sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber figh
siyasah kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-
sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber
yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Alquran dan Sunnah, Ahmad Sukardi
mengungkapkan sumber kajian figh siyasah berasal dari manusia itu
sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urfatau
kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat
setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah
dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti
perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan dalam

pengkajian figh siyasah.’

 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 13-14

" Ibid., 14-15.
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2. Figh Siyasah Dusturiyyah

a.

Definisi Siyasah Dusturiyah
Siyvasah Dusturiyyah adalah bagian figh siyasah yang

membahas  masalah  perundang-undangan  negara.  Dalam

pembahasan mengenai bab siyasah dusturiyah meliputi konsep
konstitusi (undang-undang dasar negara beserta sejarah lahirnya
perundang-udangan tersebut), legislasi (cara merumuskan suatu
peraturan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara
serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu
peraturan perundang-undangan tersebut.®

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyyah yaitu
hubungan antara pemimpin atau penguasa dengan rakyatnya serta
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.” Apabila dilihat
dari lain sisi siyasah dusturiyyah dapat dibagi menjadi empat
bagian:'’

1) Bidang siyasah tarsi’iyyah membahas persoalan ahlu al-halli
wa al-‘aqdi, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non
muslim didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar,
Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan

sebagainya.

¥ Ibid., 153.

® Djazuli, Figh Siyasah ..., 47.

1 Ibid., 48.
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2) Bidang siyasah tanfidiyyah, membahas persoalan imamah,
persoalan bai’ah, wizarah, wali al-‘ahdi, dan lain-lain.

3) Bidang siyasah gadaiyyah membahas persoalan peradilan.

4) Bidang siyasah idariyyah, membahas persoalan administratif
dan kepegawaian.
Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam

bidang siyasah dusturiyyah dibagi menjadi empat macam: H

1) Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah

perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber
material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun
penafsiran.

2) Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sultah

al-tashri’iyyah, artinya adalah kekuasaan pemerintah Islam
dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini
merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan
pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.
Selain itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al-tanfidziyyah,
kekuasaan eksekutif dan al-sultah al-gadaiyyah, kekuasaan

yudikatif.

" Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam ..., 25-27.
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3) Ummah
Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat
macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas
dasar iman; penganut suatu agama atau pengikut Nabi;
khalayak ramai dan; umum, seluruh umat manusia.
4) Shura atau demokrasi
Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan,
artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam
istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu
yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh

kebaikan.

B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)
1. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Barat
a. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris, hak asasi manusia
dikenal dengan empat istilah yaitu, Ahuman rights, fundamental
rights; citizens’ rights, dan collective rights. Human rights dianggap
sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif
dan dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari
hak asasi manusia. Sedangkan terminology fundamental rights

lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah citizens’ rights
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dikemukakan di dalam Declaration des droits de I’Homme et du
Citoyen tahun 1789 di Prancis. Penyebutan citizens’ rights masih
dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud adalah
seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul termasuk
kebebasan untuk bergerak melewat batas negara. Hari ini, hanya
tinggal sedikit dari hak-hak politik yang bisa disebut sebagai
citizens’ rights seperti hak untuk memilih dan dipilih. Terminologi
yang keempat adalah collective rights yang dikemukakan dalam
African Charter on Human and Peoples’ Rights tahun 1981. Piagam
ini memberikan pembedaan yang cukup tegas antara individual
rights dan collective rights. Diantara empat terminology tersebut,
human rights yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
menjadi “hak asasi manusia” dianggap sebagai terminology yang
paling komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling
banyak digunakan. Jan Meterson dari Komisi Hak Asasi Manusia
PBB berpendapat hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat
pada manusia, tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai
manusia'?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti
benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; dan
kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Selain itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat

'> Mujaid Kumkelo, et al., Figh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam
Islam (Malang: Setara Press, 2015) 28-29.
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manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau
pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan mendapatkan
perlindungan. Apabila ditelusuri lebih dalam, pengertian hak asasi
sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua
kata, yakni kata hak dan kata asas. Kata asas berarti dasar atau
pondasi sesuatu. Sedangkan hak, di dalam kamus Lisan al- Arab,
diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut, dan yang
benar. Sedangkan dalam terminology figh, hak berarti suatu
kekhususan yang ditetapkan oleh syarak dalam bentuk kekuasaan
atau tanggung jawab. Dengan demikian, menurut bahasa asalnya,
kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi
juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan. Oleh sebab itu,
sebagian ahli memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia
menacakup aspek dua hal yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang
manusia.”” Tokoh Islam Kontemporer Abdul A’la al-Maudidi
mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah pokok-pokok yang
diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan
yang ada diantara sesama manusia, dimana hak tersebut tidak dapat
dicabut oleh siapapun dan oleh lembaga manapun.'*

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

'* M. Rosyid Fauzi, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam
(Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21-22.

" Ibid., 23.
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Manusia. Pengertian hak asasi manusia terdapat dalam pasal 1 ayat
1 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sejarah Hak Asasi Manusia.

Ide tentang hak asasi manusia telah muncul beberapa abad
sebelum Masehi. Hammurabi, raja Babylonia 1792-1750 SM, telah
mengeluarkan suatu peraturan yang dikenal dengan kode
Hammurabi yang bertujuan memberantas kesewenangan penguasa
dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat. Para filosifi Yunani
Kuno mencoba mendifinisikan dan menggagas perihal hak asasi
manusia. Plato (428-248 SM) berpendapat bahwa kesejahteraan
baru akan tercapai apabila setiap warga melaksanakan hak dan
kewajibannya  masing-masing.  Aristoteles (348-322 SM)
mengartikan bahwa negara yang baik adalah negara yang
memperhatikan dan memperdulikan kesejahteraan masyarakatnya.
Menurut prespektif barat modern, gagasan tentang hak asasi
manusia timbul pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas masehi
sebagai reaksi terhadap keabsolutan para raja-raja dan kaum feudal

di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia
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yang diperkerjakan. Manusia pada zaman itu terdapat dua golongan
yang terdiri dari golongan mayoritas dan minoritas. Rakyat yang
kedudukan nya lebih rendah tidak mempunyai hak dan diperlakukan
sewenang-wenangnya oleh orang yang mempunyai kekuasaan.
Mereka diperlakukan seperti budak yang dapat diperlakukan
sewenang-wenangan tanpa adanya peri kemanusiaan. Gagasan
tentang hak asasi manusia kemudian mengarah kepada usaha
pembentukan berbagai peraturan, baik pada skala nasional maupun
internasional dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Rumusan
hak asasi manusia muncul di Inggris dengan terbitnya Magna Carta
pada abad ke 17 atau 15 Juni 1215 dan Bill of Rights pada tahun
1689. Magna Carta berisikan batasan yang jelas dan tegas terhadap
kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Sedangkan Bill of Rights membahas batasan kekuasaan raja dan
menghapus kekuasaan raja dalam hal kekuasaan secara sewenang-
wenang, menyiksa, memenjara dan mengirim tentara.”” Di dalam
Bill of Rights muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak
atau kebebasan individu.

Perkembangan HAM secara Internasional terjadi setelah dunia
mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II. Terbentuknya
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional pada

tahun 1945 tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat

% bid., 26-27.
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besar bagi perkembangan HAM dikemudian hari. Hal itu, antara
lain, ditandai dengan adanya pengakuan di dalam piagam PBB
(United Nations Charter) akan eksistensi HAM dan tujuan
didirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka menjamin dan
melindungi HAM secara internasional. Tonggak sejarah pengaturan
HAM yang bersifat internasional baru ditetapkan tepatnya setelah
Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM
(Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10
Desember 1948. Kemudian pada tahun 1966 di tetapkannya
perjanjian internasional (#reaty) yang didalamnya terdapat
mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (/nternational
Convenant on Civil and Politic Rights /| ICCPR) dan Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (/nternational Convenant on
Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR), dikenal denga
istilah “the International Bill of Human Rights’. Bahwa dapat
dikatakan latar belakang dibentuknya mekanisme tersebut adalah
akibat dari kekejaman diluar batas peri kemanusiaan akibat Perang
Dunia ke II yang menimbulkan banyak korban dengan jumlah yang
sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukannya suatu mekanisme

internasional yang dapat melindungi HAM secara efektif.'®

'® Andre Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 5-6.
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Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Konstitusi Negara
Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 sejak sebelum diamandemen sampai mengalami perubahan
atau amandemen sebanyak empat kali di era reformasi. Pada aline
pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan
adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Perlindungan hak asasi manusia diperkuat kembali dengan disahkan
nya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang
memerintahkan kepada semua lembaga negara dan pemerintah
untuk melindungi, menjamin, mengakui, dan menegakkan hak asasi
manusia, serta meratifikasi berbagai instrument PBB tentang hak
asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 1945. Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat 18 Pasal
yang membahas tentang hak asasi manusia, yakni pasal 27, 28, 28A,
28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28I, 287, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34."
Rumusan HAM selain termaktub di konstitusi, juga tertuang dalam
beberapa peraturan, yaitu Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998
tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan
Piagam HAM Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang

' M. Rosyid Fauzi, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia ..., 28.
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Pengadilan HAM, Keppres No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang diubah menjadi Keppres Nomor 98 Tahun 2001."

c. Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan hak asasi manusia,

teori tersebut yaitu: teori hak kodrati (natural rights theory), teori

positivism (positivist theory), dan teori relativisme budaya (cultural

relativist theory).

1) Teori Kodrati (natural rights theory)
Menurut teori kodrati (natural rights theory), HAM adalah hak-
hak yang dimiliki semua manusia setiap saat dan disemua
tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-
hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta
kekayaan seperti yang digagas oleh Jhon Locke. Pengakuan
tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah ataupun dari
suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.” Teori ini
dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat
Stoika Thomas Aquinas. Dalam teori hukum kodratinya,
Thomas Aquinas berpijak pada pandangan Thomistik yang
mengartikan bahwa hukum kodrati sebagai bagian dari hukum

Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan

'® Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun
1945 (Depok: PrenadaMedia Group, 2017) 820.

' Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter ..., 8.
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nalar manusia. Hugo de Groot (latin: Grotius), seorang ahli
hukum Belanda yang dinobatkan sebagai ‘“bapak hukum
internasional”, mengembangkan lebih lanjut teori hukum
kodrati yang digagas oleh Thomas Aquinas dengan memutus
asas-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk
pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Hugo de Groot antara
hukum alam dan rasio sangat erat hubungannya. Namun,
konsep hukum alam menurutnya adalah suatu peraturan dari
akal murni yang berdiri sendiri tanpa ada kaitanya sama sekali
dengan sang pencipta sebagai sumber dari segala sumber hukum
alam dan rasio manusia. Jhon Locke mengajukan ide mengenai
teori hak kodrati, menurutnya bahwa semua individu oleh alam
dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan
kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak
dapat dicabut dan dikurangi oleh siapapun. Gagasan hak asasi
manusia yang berasal dari teori kodrati ditentang oleh Jeremy
Bentham, seorang filsuf wtilitarian dari Inggris. Menurutnya
teori kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi
kebenarannya.zo

Teori Positivisme (positivist theory)*'

Teori ini menyatakan secara tegas menolak pandangan yang

terdapat di teori kodrati. Keberatan menurut teori ini karena di

** Mujaid Kumkelo, et al., Figh HAM ..., 32-33.

2 bid., 33.
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dalam teori kodrati sumbernya tidak jelas dan tidak bisa
dibuktikan. Menurut teori positivism suatu hak haruslah berasal
dari sumber yang jelas. Teori ini berpandangan bahwa hak harus
tertuang dalam hukum yang bersifat rill, maka dipandang
sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kaum pengikut
teori ini berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat
diturunkan dan diatur oleh hukum yang berlaku disuatu negara.
Hak tidak datang atau muncul dari alam ataupun moral.
3) Teori Relativis Kultural (cultural relativist theory)™

Para pengikut teori ini berpendapat bahwa hak tidak bersifat
universal. Mereka berpendapat teori hak kodrati mengabaikan
dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai
manusia. Manusia merupakan dari suatu produk dari beberapa
lingkungan sosial, budaya dan tradisi budaya serta peradaban
yang berbeda yang dimana semua aspek tersebut memuat cara
atau mekanisme yang berbeda pula untuk menjadi manusia.
Kesimpulan nya, hak yang dimiliki oleh manusia setiap saat dan
disemua tempat merupakan hak yang menjadikan menusia

terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya (deculturalized)

** Andrey Sujatmoko, Hukum Ham dan Hukum Humaniter ..., 10.
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2. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pada aba ke 20 (dua puluh), Presiden Amerika Serikat,
Franklin Delano Roosevelt merumuskan empat macam hak-hak
asasi manusia yang dikenal dengan “The Four Freedoms’, antara
lain Freedom of speech (kemerdekaan berbicara dan berekspresi),
freedom of religion ( kemerdekaan dalam memilih agama),
freedom fiom fear (kemerdekaan dari rasa takut), dan freedom
from want (kemerdekaan dari kekurangan). Pemikiran yang
digagas oleh presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt
tersebut menjadi acuan utama dari terbentuknya Universal
Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (UDHR/DUHAM) pada tahun 1948 yang didalam nya
terdapat 30 pasal.”> Sejak awal pendiriannya, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) sangat memperdulikan tentang hak asasi manusia.
Secara intensif PBB membahas dan mendiskusikan masalah
penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada
tahun 1947, PBB merancang sebuah International Bill of Rights
tentang hak asasi manusia yang tertuang di dalam tiga dokumen,
yaitu deklarasi umum yang bersifat tidak mengikat, satu konvensi
dengan cakupannya terbatas, dab sebuah dokumen metode

implementasi. Sebagai wujud dari rencana dan ketetapan tersebut,

2 Mujaid Kumkelo, et al., Figh HAM ..., 20.
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pada tahun 1948 sebanyak 48 negara menyatakan kesepakatan dan
persetujuan nya tanpa satupun negara yang menolak. Sedangkan
delapan negara memilih abstain yaitu Belarusia, Cekoslowakia,
Polandia, Saudi Arabia, Ukraina, Uni Soviet, Afrika Selatan, dan
Yugoslavia.

Secara keseluruhan, isi Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia terbagi atas dua bagian. Bagian pertama memuat tentang
hak-hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21.
Sedangkan bagian kedua membahas tentang hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya yang termaktub di dalam pasal 22-27. Di dalam
pasal 1 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan
sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal
budi dan hati nurani, dan sebaiknya bertindak saling menghormati
antar sesama manusia dengan menjunjung tinggi semangat
persaudaraan. Sedangkan pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang
mempunyai hak dan kebebasan yang telah ditetapkan dalam
deklarasi ini tanpa adanya perbedaan apapun seperti perbedaan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau
paham yang lain, suku, antar golongan ataupun yang lainnya.**

b. Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Hak-Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya

** M. Rosyid, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia ...,31-31.



42

Sejak berdirinya pada tanggal 24 Oktober 1945, PBB telah
banyak menghasilkan deklarasi dan perjanjian berskala
internasional yang membahas tentang hak asasi manusia. Diantara
sekian banyak deklarasi dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh
PBB, terdapat dua konvensi (konvenan) internasional yang
mempunyai peran yang sangat penting dan bersifat universal, yaitu
Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Convenant Civil and Politic Rights) dan Konvenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
(International Convenant Economic, Social and Cultural Rights).
Keduanya merupakan pengembangan dan penjelasan dari materi
yang terdapat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Kedua Konvenan tersebut disepakati dan ditetapkan pada sidang
Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Dua
Konvenan tersebut dinamakan Undang-Undang Hak Asasi
Manusia Internasional (/nternational Bill of Rngts).2'5
1) Hak Sipil dan Politik telah diatur dalam Konvenan

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh

Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966, yang kemudian

diratifikasi oleh negara Indonesia ke dalam Undang-Undang

No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan /International

Convenant on Civil and Politic Rights (Hak Sipil dan Politik).

* bid., 34.
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Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 mengatur Hak
Sipil dan Politik yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak
untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak dan kerja paksa, hak
atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan
untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat
tinggalnya dalam wilayah, mempunyai kedudukan yang sama
di hadapan pengadilan dan badan peradilan, hak atas
kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, hak untuk
berpendapat tanpa campur tangan, hak untuk berkumpul
secara damai, hak atas kebebasan untuk berserikat, hak ikut
serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, dan hak memilih
dan dipilih pada pemilu.*®

2) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ditetapkan oleh Majelis
Umum PBB pada 16 Desember 1966 kemudian diratifikasi
oleh negara Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant on
Economic, Social dan Cultural Rights (Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya). Di dalam Undang-Undang tersebut membahas
beberapa hal yaitu:
a) Hak menentukan nasib sendiri

Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya pada pasal 1 menyebutkan:

6 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih
Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 201.
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Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan
nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat
secara bebas menentukan status politik mereka dan
secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan
budaya mereka.

b) Hak Atas Pekerjaan

Pasal 6 ayat (1) Konvenan Internasional Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa:

Negara pihak dan Konvenan ini mengakui hak atas
pekerjaan, termasuk hak semua orang atas
kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan
yang dipilih atau diterimanya secara bebas dan akan
mengambil langkah-langkah yang memadai guna
melindungi hak ini.

Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya pada pasal 7 menegaskan negara peserta
Konvenan ini mengakui, menjamin dan melindungi hak
setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan
menguntungkan, dan khusunya menjamin:

1) Bayaran yang memberikan semua pekerjaan
sekurang-kurangnya upah yang adil dan imbalan yang
sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa
pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi
perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang

tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki

dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
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serta kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarha
mereka;

2) Kondisi kerja yang aman dan sehat.

3) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk
dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa
didasari pertimbangan apa pun selain senioritas dan
kemampuan

4) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang
wajar dan liburan berkala dengan gaji maupun
imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.*’

3. Rumusan Hak Asasi Manusia di Dalam Hukum Indonesia.

Perumusan hak asasi manusia di Indonesia sesungguhnya telah
melalui sejarah dan perjuangan yang cukup panjang sampai akhirnya
ke pada masa sekarang. Dalam rentang masa tersebut, dialog dan
perdebatan terjadi diantara anak bangsa yang peduli terhadap hak
asasi manusia. Todung Mulya Lubis membagi perdebatan tentang hak
asasi manusia tersebut menjadi empat periode, periode pertama tahun
1945, dilanjut periode kedua pada tahun 1957-1959, periode ketiga
pada tahun 1966-1968, dan periode terakhir atu periode keempat
pada tahun 1990 an.

Perdebatan pertama dan paling intensif terjadi ketika perumusan

Undang-Undang Dasar di forum Panitia Persiapan Kemerdekaan

" 1bid., 212-213.
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Indonesia (PPKI) tahun 1945. Terdapat dua kubu tokoh bangsa yang
saling berbeda pikiran yaitu Soepomo kubu pertama, Muhammad
Yamin bersama Muhammad Hatta di pihak kedua. Soepomo
berpendapat bahwa dalam pandangan kenegaraan yang bersifat
interglistik, dimana pemimpin dan rakyat merupakan satu kesatuan
atau bersifat totaliter seperti di Jerman dan Jepang, tidak diperlukan
adanya hak asasi manusia sebab hak asasi manusia bersumber dari
nilai-nilai liberal atau barat yang secara tegas memisahkan individu
dengan negara. Adanya perlindungan hak asasi manusia
mencerminkan bahwa negara bisa menindas, padahal dalam
prespektif paham negara integralistik memiliki pemahaman bahwa
negara tidak mungkin menindas. Para tokoh bangsa terutama
Soekarno terpengaruh dan percaya terhadap pemikiran yang digagas
oleh Soepomo. Tetapi pemikiran yang dipaparkan oleh Soepomo
dibantah oleh tokoh bangsa lain yaitu Muhammad Yamin dan
Muhammad Hatta yang tidak mempersoalkan hak asasi manusia yang
berasal barat atau liberal. Sebaliknya yang harus diwaspadai yaitu
negara. Negara jangan menjadi negara kekuasaan yang akhirnya akan
menindas rakyat nya.

Perdebatan kedua pada sidang Konstituante pada tahun 1957-
1959 yang sangat intensif dan menghasilkan khasanah hak manusia
yang sangat kaya. Ini dibuktikan oleh Risalah Kontituante yang

secara eksplisit sudah mengakui hak asasi manusia sebagai bagian
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dari hukum positif Indonesia, juga dua puluh empat rumusan hak
asasi yang telah disepakati Komisi Hak Asasi di Majelis
Konstituante, dan beberapa pasal yang diberhentikan untuk
dilakukannya perbaikan. Menutur Adnan Buyung Nasution, Majelis
Konstituante telah berhasil merumuskan lebih dari 90 persen
kesepakatan tentang UUD baru yang antara lain menyepakati pasal
yang membahas tentang hak asasi manusia. Namun, keberhasilan itu
ditolak oleh pemerintah era Soekarno atas dorongan Angkatan Darat.

Perdebatan ketiga terjadi pada masa awal Orde Baru yaitu pada
tahun 1966-1968 sebagai reaksi terhadap penindasan pada era
demokrasi terpimpin. Pada masa ini, sempat lahir rumusan Piagam
Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara
sebagai pengulang rumusan hak asasi manusia Konstituante,
meskipun tidak selengkap pendahulunya. Namun, rumusan ini gagal
diterima oleh MPRS sebagai pelengkap UUD 1945 karena ditolak
oleh fraksi Golkar dan fraksi ABRI dengan alasan MPRS bersifat
sementara sehingga tidak memiliki kewenangan membuat piagam
yang memiliki efek sama dengan konstitusi. Setelah itu, diskursus
hak asasi manusia menghilang sampai puncak kekalahannya pada
tahun 1974 dengan terjadinya peristiwa Malari dan diberangusnya
sebelas media massa.

Perdebatan keempat terjadi pada tahun 1990 an sejak

dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
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sebagai akibat masuknya Indonesia dalam Komite Hak Asasi
Manusia PBB. Menjelang Kongres Hak Asasi Manusia sedunia di
Wina tahun 1993, gerakan hak asasi manusia tidak dapat lagi ditolak
dan dikesampingkan oleh pemerintah. Hak asasi manusia kemudian
menjadi bagian dari politik dan disadari menjadi bagian dari kancah
hubungan internasional. Diskursus hak asasi manusia kemudia
dikaitkan dengan isu gender. Setelah perdebatan periode keempat,
diskursus dan perumusan hak asasi manusia terus berlanjut, bahkan
semakin intensif dan produktif sejalan dengan masuknya era
reformasi sejak tahun 1998. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan
juga pengaruh dan tuntunan dunia internasional, hak asasi manusia
semakin mendapatkan perhatian khusus. Berbagai peraturan
perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi.”®

Hans Kelsen memformulasikan konsepsi negara hukum dalam
kaitannya demokratisasi dan HAM dengan mengargumentasikan

empat syarat rechtsstaat, yaitu:

* M. Rosyid, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia ..., 37-40.
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a) Negara yang kehidupannya sejalan denga konstitusi dan
undang-undang yang proses pembuatannya adalah
kewenangan dari lembaga legislatif (parlemen);

b) Negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban
atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite
negara;

¢) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman;

d) Negara yang melindungi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam hal perlindungan HAM,
perubahan UUD 1945 memberikan jaminan, perlindungan dan
pengakuan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD
1945 sebelum perubahan yang muatan pasal HAM secara garis besar.
UUD 1945 setelah perubahan selain memuat pasal-pasal HAM secara
garis besar, juga memberikan bab khusus yang mengatur dan
membahas tentang hak asasi manusia yaitu pada Bab XA yang
memuat 10 pasal dari Pasal 28A sampai Pasal 287.%

Salah satu poin penting dari perubahan kedua UUD 1945 adalah
membahas tentang hak asasi manusia (HAM). Berbeda dengan UUD
1945 sebelum di amandemen, UUD 1945 hasil amandemen kedua
memasukkan pasal perihal hak asasi manusia menjadi satu bab
tersendiri, yaitu Bab XA mengenai hak asasi manusia yang didalam

bab tersebut terdapat 10 pasal. Menurut Ni’matul Huda, penambahan

¥ Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara ..., 819-820.
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rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan,
perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya ke dalam UUD 1945
bukan semata-mata karena kehendak isu global, melainkan karena hal
itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM, menurutnya
sering dijadikan salah satu indicator untuk mengukur tingkat
peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatu bangsa. Muatan hak asasi
manusia dalam perubahan UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang
pernah diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Selain karena
terdapatnya bab tersendiri yang membahas seputar hak asasi manusia,
hal lain adalah berisikan pasal-pasal yang berkaitan tentang HAM,
baik mengatur setiap hak individu maupun sebagai warga negara
Indonesia. Muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua ini
dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi,
menjamin dan mengakui keberadaan hak asasi manusia dan atas
penegakan hukum dan HAM di Indonesia.*
a) Pasal28 A : membahas perihal mempertahankan hidup dan
keturunan;
b) Pasal28 B : membahas perihal membentuk keluarga,
keturunan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
c) Pasal28 C : membahas perihal mengembangkan dan
memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat ilmu

pengetahuan teknologi;

% Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai
dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 (Jakarta: Kencana, 2017) 104.
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d) Pasal28 D  : membahas perihal pengakuan yang sama di depan
hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan;

e) Pasal 28 E  : membahas perihal kebebasan beragama, meyakini
kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal,
kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat;

f) Pasal 28 F  : membahas perihal berkomunikasi dan memperoleh
informasi;

g) Pasal28 G : membahas perihal perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta bebas dari
penyiksaan;

h) Pasal 28 H : membahas hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh layanan kesehatan;

i) Pasal 281 : membahas tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

j) Pasal28J  : membahas berkewajiban menghargai hak orang
dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ada di dalam
peraturan perundang-undangan.

4. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam.
a. Konsep dasar HAM dalam Islam
Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata
antara lain kata hak, asasi dan manusia. Kata sagq diambil dari

akar kata haqqa-yahiqqu-hagqaan artinya benar, nyata, pasti,
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tetap dan wajib. Apabila dikatakan, yahigqu ‘alaika an taf® ala
gada maka artinya “kamu wajib melakukan seperti ini’.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka hagg adalah kewenangan
atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu. Kata asasiy berasal dari kata assa-yausssu-asasaan
artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dapat juga
berasal dari asal, asas, pangkal, dasar darisegala sesuatu. Dengan
demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar
dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.
Kesimpulannya, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang
mendasar pada diri manusia. Dalam Islam, khususnya para
fugaha (ahli fikih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada
sebagian ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang
bersifat materi, sedangkan ulama yang lain mengkaitkan
pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi,
seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami
hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir
dari suatu akad atau perjanjian seperti akad jual beli. Dalam fikih
pembahasan masalah hak berkaitan dengan perbuatan yang
dilakukan oleh para mukallaf (orang yang terbebani) tuntutan
yang diperintahkan oleh agama. Mereka membagi masalah hak
dalam agama menjadi dua, yaitu hak hak Allah (haqq-u Allah)

dan hak hamba (hagq-u al-ibad). Disebut hak Allah segala
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sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya
kekhususan bagi seseorang.’’

Dalam ajaran fikih ada ketentuan dasar bahwa semua
makhluk mempunyai status hukum Muhtaram, yaitu dihormati
keberadaannya dan dilarang membunuh antar sesama makhluk
hidup. Manusia diberikan kesempurnaan dari pada makhluk
lainnya. Ketentuan tersebut menekankan asas a/-Karamah al-
Insaniyah atau kehormatan insan yang menunjukkan martabat
yang tinggi yakni martabat sebagai seorang manusia.

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan
memuliakan manusia. Dalam Alquran dijelaskan dalam QS. Al-

Israa’ Ayat 70.

w,JQJT B "“;;3 ;J@MJ o3l G Ga 3ady
@u;‘; Jp,f‘ff:j

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan.*”

Dari ayat Alquran tersebut menurut Ash-Shiddiqy
menyimpulkan tiga kemuliaan yang diberikan Allah kepada

manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik.

Ketiga kemuliaan tersebut antara lain:

3! Mujaid Kumkelo, et al., Figh HAM ..., 42-43.
32 Kemenag RI, Al-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Israa’ Ayat 70, hlm. 289
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1) Kemuliaan pribadi (karamah fardiyah). Islam memelihara
kepribadian maknawi dan kepribadian materil (maddi)
manusia;

2) Kemuliaan masyarakat (karamah ijtima’iyah). Status
persamaan manusia dijamin sepenuhnya,;

3) Kemuliaan politik (karamah siyasah). Islam memberikan
semua hak politik kepada manusia untuk memilih atau
dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi.
Bukan saja eksistensi sebagai manusia yang harus dilindungi,

namun juga terdapat lima kemaslahatan atau biasa disebut

dengan al-Kulliyat al-Khams yang menjiwai seluruh kawasan
figh berada dalam satu Ishmah (perlindungan hukum).

Kemaslahatan dasar ini menyangkup hak perlindungan terhadap

akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.™

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam
Menurut Masdar F. Mas’udi, lima prinsip hak asasi manusia

dapat dilihat dari konsep daruiyah al-khams yang dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak

bisa ditawar. Penerjemahan yang laing menonjol dari hak

3 1bid., 44-45.
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hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah
satunya adalah penggunaan hukum gisas.
Perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan diatur di dalam ajaran La lkraha
fi al-din yaitu tidak ada pemaksaan dalam agama atau di
dalam ajaran Lakum diinukum waliyadiin yang memiliki arti
bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Dapat ditarik
kesimpulan dari dua ajaran tersebut bahwa tidak ada
pemaksaan dalam hal memeluk atau mempercayai suatu
agama.
Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini ditafsirkan di
dalam perangkat hukum yang sangat jelas, yakni tentang
haram nya suatu makanan atau minuman dan hal-hal yang
bisa merusak kesadaran pikiran.
Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang
haramnya melakukan tindakan mencuri dan hukuman bagi
yang melakukan pencurian hak milik seseorang yang jelas
telah dilindungi secara sah.
Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan

mempertahankan nama baik
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Hak mempertahankan nama baik ini menurut hukum
fikih adalah seseorang yang dituduh melakukan perbuatan
zina. Seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan
perbuatan zina harus bisa membuktikan dengan membawa
empat orang saksi.

Disamping lima hak dasar seperti yang sudah dijabarkan
diatas, didalam ajaran figh juga terdapat tiga lapisan hak.
Pertama, yaitu hak dzararat (hak dasar). Bisa dikatakan hak
dasar apabila pelanggaran atas hak tersebut bukan hanya
membuat manusia sengsara, tetapi juga membuat hilangnya
keberadaan manusia itu sendiri, bahkan menghilangkan
keluhuran martabat kemanusiaannya. Kedua, yaitu hak
ta’ziat (sekunder) adalah hak-hak yang bila dipenuhi akan
berakibat pada hilangnya hak primer. Ketiga, hak tersier
(komplementer) ialah hak yang tingkatanya lebih rendah dari
hak primer dan sekunder.

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat
dinyatakan bahwa hak asasi manusia menurut Islam didasari
oleh:

1. Prinsip persamaan antar manusia;
2. Prinsip kebebasan personal (QS. Al-Baqarah Ayat 177);

3. Prinsip keselamatan jiwa (QS. Al-Maaidah Ayat 32);
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4. Prinsip keadilan (QS. Al-A’raaf Ayat 29 dan QS. Al-

Hadiid Ayat 25)

Diantara ajaran Islam yang paling utama yaitu “A/-
Musawah” (persamaan hak). Menurut Islam bahwa
diskriminasi adalah suatu penyakit dalam diri manusia yang
harus disembuhkan. Kegemaran dalam menindas hak asasi
sesama manusia dan penindasan tersebut bersumber dari
perilaku diskriminasi. Allah telah menegaskan di dalam surat
An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.**

Allah  tidak membeda-bedakan hamba-hambanya.
Perintah Allah dalam ayat tersebut tidak ditujukan hanya
kepada golongan tertentu, melainkan ditujukan kepada

seluruh hambanya dengan tidak membeda-bedakan.”

** Kemenag RI, A/l-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, An-Nisa’ Ayat 1, him. 77

3 1bid., 48-51.
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Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf kekebasan individu yang
dilindungi oleh agama Islam antara lain kebasan jiwa (QS.Al-
Baqgarah Ayat 193-194), kebebasan tempat tinggal (QS. Al-
Maidah Ayat 33, QS.An-Nur Ayat 27-28), kebebasan memiliki
(QS. Al-Bagarah Ayat 188, An-Nisa Ayat 10,29, QS. Al-Maidah
Ayat 38), kebasan keyakinan (QS. Al-Bagarah Ayat 164,256,
QS. Al-A’Raf Ayat 185, QS. Az-Zukhruf Ayat 22, QS. Yunus
Ayat 22, QS. Al-Ghasyiyah Ayat 21-22, QS. Al-Kafirun Ayat 6),
kebebasan berpikir dan kebebasan belajar.

Ahmad Nur Fuad menyebutkan bahwa terdapat hak-hak yang
dimiliki oleh manusia dan telah diatur oleh agama Islam,
beberapa hak yang termatub di dalam Alquran menurut Ahmad
Nur Fuad yaitu:

1) Hak untuk hidup (QS. Al-An’am Ayat 151 dan QS. Al-
Maidah Ayat 32);

2) Hak atas penghormatan (QS. Al-Isra’ Ayat 70, QS. Al-
Ahzab Ayat 72 dan QS. Al-Bagarah Ayat 30-34);

3) Hak atas keadilan (QS. Al-Maidah Ayat 8 dan QS. An-Nisa
Ayat 13);

4) Hak atas kemerdekaan (QS. Shura Ayat 21);

5) Kebebasan beragama (QS. Al-Baqarah Ayat 256 dan QS. Al-

An’am Ayat 108);
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6) Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan
sarkasme (QS. Al-Hujarat Ayat 11-12);

7) Hak memperoleh pengetahuan (QS. Al-Zumar Ayat 9, QS.
Thaha Ayat 114 dan QS. At-Tawbah Ayat 122);

8) Hak untuk meninggalkan tempat tinggal dibawah kondisi
yang menindas (QS. An-Nisa’ Ayat 97-100)

9) Hak atas kehidupan yang baik.*®

5. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam

a.

Piagam Madinah.

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan
umat Islam selama kurang lebih dari 13 tahun di Mekah terhitung
sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, belum
mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu
wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan
merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang
sebelumnya disebut Yasrib. Kalau di Mekah mereka sebelumnya
merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka
mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat
dan dapat berdiri sendiri. Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah,
Nabi Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk
mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh

beberapa macam golongan. Nabi Muhammad memandang perlu

3% 1bid., 54-56.



60

meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah,
agar terbentuknya kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya.
Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi
Muhammad SAW sendiri, dan menjadi sebuah negara yang
berdaulat. Dapat disimpulkan, bahwa di Madinah Nabi
Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Nabi dan Rasul
Allah, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara.

Para ahli ilmu pengetahuan khususnya ahli sejarah
menyebutkan naskah politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad
SAW itu dengan sebutan yang berbeda-beda. W. Montgomery
Watt menamakanya “The Constitution of Medina’, R.A.
Nicholson menyebutnya “charter’, Majid Khadduri menyebutnya
“treaty’, menurut Phillip K.Hitti “agreement’, Zainal Abidin
Ahmad mengartikannya dengan istilah “piagam’. “Al-Shahifah’
adalah nama yang disebut di dalam naskah itu sendiri. Kata
tersebut tertulis sebanyak delapan kali dalam teks piagam. Selain
nama itu, di dalam naskah tertulis sebutan “kitab” sebanyak dua
kali. Kata treaty dan agreement menunjuk kepada surat resmi
yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Kata constitution
menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi

yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata shahifah semakna
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dengan charter dan piagam. Dalam kata kitab lebih menunjuk
kepada tulisan (tentang suatu hal).*’

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu
Dawud disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad tiba di
Madinah, melihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri
dari tiga golongan besar yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi.
Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan
Mubhajirin adalah pendatang yang hijrah dari Mekah. Mereka
adalah orang Quraisy yang telah masuk Islam yang terdiri dari
beberapa kelompok diantaranya Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
Kabilah Aws dan Khazraj merupakan unsur utama golongan
Anshar yang masing-masing terdiri dari kelompok suku yang
banyak. Golongan Musyrikin adalah orang Arab yang masih
menyembah berhala atau patung (paganism). Golongan Yahudi
terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab
yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi
pendatang. Tiga kelompok besar keturunan Yahudi pendatang
adalah Bani Nadir, Bani Qaynuqa’ dan Bani Qurayzhah.

Ditengah kemajemukan penghuni kota Madinah tersebut,
Nabi Muhammad berusaha membangun tatanan hidup bersama,

mencakup semua golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai

*7 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan
Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
1-3.
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langkah awal, beliau menyatukan antara para umat Muslim
pendatang dan Muslim Madinah. Persaudaraan (al-mu’akhah) itu
bukan sekedar tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari
melainkan perjanjian hidup bersama secara damai diantara
berbagai golongan yang ada di Madinah, baik golongan Islam
maupun golongan Yahudi. Kesepakatan antara golongan
Muhajirin dan Anshar dan perjanjian dengan golongan Yahudi
secara formal ditulis di dalam suatu naskah yang disebut sahifah
(piagam), menurut literasi bahasa Inggris diterjemahkan menjadi
document.*®

Piagam Madinah dapat dipandang sebagai sebuah konstitusi
negara karena memuat peraturan tentang hal-hal pokok yang
diperlukan bagi suatu negara, seperti masalah penduduk atau
warga negara, wilayah, pemerintah, hukum, hak dan kewajiban
warga negara dan sebagainya. Piagam Madinah terdiri dari 47
pasal yang mengatur antara lain tentang persatuan dan
persaudaraan antar usur warga Madinah, hak dan kewajiban
warga negara, hak dan kedudukan kaum minoritas, pembelaan
negara, kepemimpinan, hukum dan sebagainya. Dari keseluruhan
ketentuan di dalam Piagam Madinah, terdapat aturan yang
membahas perihal hak asasi manusia yaitu:*

1) Kebebasan dan kemerdekaan (terdapat pada pasal 1);

% Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan undang-Undang Dasar NRI 1945 ..., 69-70.
* M. Rosyid, M. Nasir, Pengadilan HAM di Indonesia ..., 79-80.
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2) Perlindungan jiwa dan masalah uang tebusan/diyat (terdapat

pada pasal 10 dan 14);

3) Perlindungan dari hukuman sewenang-wenang (terdapat

pada pasal 36);

4) Hak dan kewajiban kaum minoritas (terdapat pada pasal 16,

24-35);

5) Jaminan perlindungan kepada kaum lemah (terdapat pada

pasal 15);

6) Hak mendapatkan perlindungan negara dan melakukan bela

negara (terdapat pada pasal 16-24, 37-38 dan 44);

7) Hak kebebasan beragama (terdapat pada pasal 25-35);

8) Hak berusaha dan hak milik (terdapat pada pasal 47).
Deklarasi Universal Islam Tentang Hak Asasi Manusia (Dewan
Islam Eropa 1981)

Deklarasi ini dibuat oleh Dewan Islam Eropa (zhe Islamic
Council of Europe) dan disahkan pada tanggal 19 Semptember
1981. Deklarasi ini dimulai dengan mukaddimah (pembukaan)
yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki cita-cita dan
keinginan untuk hidup dan berkembang dalam linhkungan dunia
yang adil, bebas dari perilakuan penindasan, eksploitasi dan
perampasan. Allah melalui Al-qur’an dan Sunnah Nabi telah
memberikan tuntunan hukum dan moral untuk mengatur lembaga

dan hubungan antar manusia. Sumber semua hak asasi manusia
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adalah Allah sehingga hak tersebut tidak dapat dibatasi, dicabut,

dilanggar, dilanggar, dilepaskan dan dipindahkan oleh kekuasaan

negara dan lembaga apapun. Bagian isi deklarasi ini terdapat dua

puluh dua pasal yang membahas mengenai hak asasi manusia

antara lain sebagai berikut:*’

1) Hak untuk hidup;

2) Hak kebebasan;

3) Hak persamaan dan larangan terhadap perlakuan
diskriminatif;

4) Hak memperoleh keadilan;

5) Hak mendapatkan peradilan yang jujur;

6) Hak perlindungan dari kesewenangan kekuasaan;

7) Hak perlindungan dari siksaan;

8) Hak perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi;

9) Hak mendapatkan suaka;

10) Hak kaum minoritas;

11) Hak dan kewajiban untuk beradaptasi pada kepemimpinan
dan pemerintahan;

12) Hak kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat;

13) Hak kebebasan beragama;

14) Hak kebebasan berserikat;

15) Hak untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi;

“0'1bid., 80-81.
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16) Hak perlindungan atas kekayaan;
17) Hak status dan martabat para pekerja;
18) Hak membentuk keluarga dan hal yang berkaitan dengannya;
19) Hak untuk menikah;
20) Hak mendapatkan pendidikan;
21) Hak privasi;
22) Hak kebebasan berpindah dan bertempat tinggal.
Deklarasi Kairo 1990

Deklarasi hak asasi manusia dalam Islam (The Cairo
Declaration on Human Rights in Islam) di tetapkan di Kairo
Mesir pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi Kairo hasil
pertemuan  negara-negara Organisasi  Konferensi  Islam
(Organization of the Islamic Conference). Hasil pertemuan
tersebut menghasilkan dua puluh lima pasal yang memuat
rumusan hak asasi manusia menurut ajaran agama Islam serta
beberapa alinea pendahuluannya dinyatakan bahwa hak asasi
fundamental dan kebebasan universal merupakan bagian integral
dari ajaran agama Islam dan tidak seorangpun berhak untuk
menunda atau mengabaikannya, baik sebagian maupun
seluruhnya karena semuanya merupakan perintah agama yang
mengikat yang terdapat dalam Al-qur’an dan Sunnah. Ketaatan
kepada ajaran agama tersebut merupakan amal ibadah dan

pengabaian terhadapnya merupakan perbuatan dosa. Oleh sebab
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itu, setiap orang secara personal dan semua umat Islam secara
kolektif bertanggung jawab dalam upaya perlindungan hak-hak
dab kebebasan.*!
Kontruksi hak asasi manusia Universal menurut Al-Maududi
terdapat delapan bagian antara lain:
1) Hak untuk hidup;
2) Hak Untuk mendapatkan keselamatan;
3) Hak penghormatan terhadap kesucian perempuan;
4) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok;
5) Hak individu atas kemerdekaan dan kebebasan;
6) Hak atas keadilan;
7) Kesamaan derajat manusia.

8) Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama.

1 1bid., 82-83.



BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 74/P/HUM/2018 TENTANG
PENGHAPUSAN BATAS USIA BAGI GURU HONORER DALAM SELEKSI

CPNS

A. Pengertian Guru Honorer

Tenaga honorer dapat didefiniskan yaitu seseorang yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk
melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau pengahsilannya
menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.' Untuk memetakan jumlah tenaga honorer
yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2007, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010
tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di
lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai dasar

! Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil

67
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untuk melakukan pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan

instansi pemerintahan. Adapaun tenaga honorer dimaksud terdiri dari:

1. Kategori I, yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang
berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1
(satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih
bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas)
tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun
padatanggal 1 Januari 2006. Tenaga honorer K1 memiliki peluang
langsung diangkat menjadi PNS.

2. Kategori II yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat
yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling
sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat
ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19
(Sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh
enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Untuk tenaga honorer
kategori 2 apabila ingin diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu.

*Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil
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Eks Tenaga Honorer Kategori II yaitu tenaga honorer yang terdaftar
dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh
delapan ribu lima ratus Sembilan puluh). Tenaga pendidik Eks Tenaga
Honorer Kategori II adalah tenaga honorer eks tenaga kategori Il yang telah

bertugas sebagai guru.’

B. Sengketa Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil
Pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono nasib dan hak-hak para tenaga honorer sangatlah
diperhatikan pada masa pemerintahan tersebut. Dengan terbukti disahkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jika dipelajari peraturan
pemerintah tersebut sangatlah jelas mengakomodir nasib dan hak-hak para
tenaga honorer, terbukti di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2005 telah mengatur bahwa pengangkatan tenaga honorer
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan
tugas sebagai tenaga guru; tenaga kesehatan; tenaga penyuluh dan tenaga
teknis. Didalam pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa pengangkatan tenaga

honorer sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 3 pada prinsipnya

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun
2018
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memprioritaskan tenaga honorer yang telah berusia tinggi dan mempunyai
masa kerja lebih banyak. Namun peraturan tersebut bertahan hingga
duatahun setelah keluarnya Peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2007 dan diubah lagi denga Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012. Masih tetap pada era kepemimpinan Presiden Republik
Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan pada zaman
tersebut mempertimbangkan dalam mengesahkan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2012 bahwa setelah dilakukannya evaluasi sampai tahun
anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tetapi masih belum
diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Pada perubahan yang terakhir
selain tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012 dalam Pasal 6 ayat (3) tenaga honorer penghasilannya tidak
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah miash tetap bisa diangkat menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil sesuai denga kemampuan keuangan negara sampai

tahun 2014.



71

C. Deskripsi Kasus

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagai menteri atau pembantu seorang presiden mempunyai tugas yaitu
menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi untuk membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan
dalam hal menyelenggarakan pemerintahan negara telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2018. Di lampiran Huruf F angka 6 huruf C angka 1 mengatur pelamar yang
akan mengikuti seleksi CPNS usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1
Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.
Berlakunya peraturan menteri tersebut sangat merugikan tenaga honorer
khususnya tenaga honorer kategori II yaitu tenaga pendidik atau guru.
Karena dengan berlakunya peraturan menteri tersebut para guru honorer atau
guru tidak tetap tidak bisa mengikuti seleksi CPNS yang selama ini di
inginkannya. Karena rata-rata guru honorer yang ada di Indonesia yang ingin
sekali mendaftar untuk bisa mengikuti seleksi CPNS berusia lebih dari 35
tahun dan telah mengabdi selama 19-25 tahun dengan terbitnya peraturan
menteri tersebut hangus sudah harapan para guru honorer untuk bisa
mengikuti seleksi CPNS karena terhalang regulasi dari pemerintah yang
membatasi umur bagi pelamar yang akan mengikuti seleksi yaitu paling

tinggi 35 tahun.
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Bahwa masih banyak guru honorer daerah mengalami problematika yang
telah mereka alami, mulai dari masa pengabdian yang cukup lama
diantaranya ada yang telah mengabdi selama 19-25 tahun. Masalah tidak
berakhir disitu, para guru honorer juga menerima gaji atau honor Rp.
300.000, 250.000 dan Rp. 200.000 perbulan. Jumlah gaji yang diterima para
guru honorer tidak sebanding dengan pengabdianya demi kemajuan
pendidikan di Indonesia, tidak mendapatkan tunjangan seperti yang
didapatkan oleh guru tetap (guru PNS) akan tetapi mereka tetap bertahan
dengan kondisi terpuruk selama bertahun-tahun ditambah lagi
permasalahannya yaitu masih banyak guru honorer yang bertahan meskipun
status kepegawaiannya belum jelas dan pemerintah dan memperdulikan
kesejahteraan para tenaga honorer kategori II khususnya tenaga pendidik
dalam hal ini guru honorer (guru tidak tetap). Dengan gaji yang sudah
dijelaskan diatas sangatlah tidak manusiawi dan sangatlah tidak layak jika
tetap diberikan apalagi para guru honorer menggantungkan kehidupan
sehari-hari dengan gaji yang mereka peroleh selama menjadi guru honorer.
Padahal pemerintah telah menjanjikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 ayat (1) telah dijelaskan pengangkatan
tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi salah
satunya di huruf (a) yaitu tenaga guru. Dan di dalam pasal 90 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur
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bahwa pengusaha dilayar membayar upah lebih rendah dari upah minimum
baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Meskipun Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja para
guru honorer merasa belum puas karena diperaturan tersebut masih terjadi
diskriminasi dan tidak ada kesetaraan antara guru honorer dan guru tetap
karena pada peraturan tersebut masa perjanjian kerja bagi tenaga honorer
hanya dibatasi selama satu tahun dan tidak mendapatkan tunjangan pensiun
dan jaminan hari tua seperti yang diperoleh oleh guru tetap.

Berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tidak memperdulikan nasib para
guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun dan telah berumur
lebih dari 35 tahun, malah menutup kesempatan mengikuti seleksi CPNS
yang diimpikan oleh para guru honorer karena terkendalanya regulasi yang
ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut para guru
honorer yang berjumlah 58 yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah pada
tanggak 6 November 2018 mengajukan permohonan pengujian peraturan
perundang-undangan dibawah undang-udang terhadap undang-udang ke
Mahkamah Agung yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung pada
tanggal 8 November 2018. Para pemohon mengajukan permohonan
keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Menteri Apatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi
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Calon Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Huruf F Ketentuan dan
Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) khusus angka 6 huruf ¢ angka
(1) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN).

D. Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018
1. Pemohon terdiri dari para guru honorer berjumlah 58 yang masih aktif
mengajar di lembaga pendidikan di wilayah Kebumen Jawa Tengah.
2. Objek Permohonan
Adapun objek permohonan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
3. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)
Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung Pasal 31A ayat (2) menyatakan “Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang
menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang, yaitu:*

* Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018, putusan.mahkamahagung.go.id
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a. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI);

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam udang-undang;

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Berdasarkan ketentuan diatas, para pemohon yaitu para guru
honorer yang berjumlah 58 orang yang masih aktif mengajar di lembaga
pendidikan di wilayah Kebumen Jawa Tengah merupakan Warga Negara
Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan menggunakan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk
Kependudukan (NIK), sehingga para guru honorer berjumlah 58 orang
yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah berdasarkan ketentuan tersebut
adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Agung terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil.

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.

Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:’

a. Bahwa terhadap Pemohon: Paryatun, S.1.Pust., Ratna Windhayanti,
Evi Rhandini, Budi Sutriyono, S1.Pust., Winda Wahyu Wisuda,

Dwi AMbar Tyas Wulandari S.Pd., Joko Siswanto, S.Pd., Eni

> Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018, putusan.mahkamahagung.go.id
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Rahmawati, A. Ma., Daryono, Arif Riyanto, Nur Hasan Wahyudi,
Khifdotul Mubaroh, Tunsiyah, S.Pd., Rosdiyah El Mukti, Paryanto,
Fatkhurrokhman, S.Kom., Aris Maryono, Eri Rahayu, A.Ma., Dwi
Rinawati, S.1.Pust., Sardi Musanto, Navita Sugiyarti, S.E., Latifah
Nurhaini Amalyah, S.1.Pust, Mursiatun, S.Pd., Komariyah, S.Pd.I.,
Ujang Suparman dan Sukardi bukanlah tenaga pendidik eks tenaga
honorer sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan, akan
tetapi dalam status sebagai pihak yang diberikan izin untuk praktek
kerja dan pegawai honorer. Sedangkan norma yang dimohonkan
pengujian adalah berkenaan dengan batas usia maksimal eks tenaga
honorer kategori II sebagai salah satu syarat dalam penetapan
kebutuhan (formasi) khusus. Pengertian eks tenaga honorer kategori
II menurut Lampiran Huruf B angka 17 Permenpan RB Nomor 36
Tahun 2018 adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam data base
Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh delapan
ribu lima ratus sembilan puluh). Dan lampiran Huruf B angka 18
Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 yang menjelaskan lebih
lanjut tenaga pendidik eks tenaga honorer kategori I adalah tenaga
honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai guru. Dengan
demikian, tidak terdapat hubungan kausal antara hak hukum

pemohon Paryatun, dkk di atas dengan objek permohonan dan
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karena nya tidak dapat kerugian hak yang timbul akibat berlakunya
objek permohonan;

Sedangkan terhadap pemohon selebihnya yaitu Yeni Puspito, Umi
Muftiati, Sunarto, Latiful Mutoharoh, S.Pd.SD., Muh. Wahyudi,
S.Pd., Sigit Isnurgroho, S.Sos.I., Rusmini, O’om Komariyah, S.Pd.,
Dwi Setyono, Desy Ariffiyanti, Ani Rohmah, S.Pd.SD., Samsi
Miftahudin, S.Pd., Umi Fraikhah Rochmawati, Supinah, Slamet,
A.Ma., Siti Khamidah, S.Pd.I., Handrix Setiawan, S.H., Muslimah,
S.Sos., Sunarsih, S.Pd., Muhaimin Yuniati, Silan, S.Pd.SD., Dewi
Mutiaraningsih Penataraningrum, S.Pd., Eri Rahayu, A.Ma., Suti,
S.Pd., Awaludin, S.Pd., Hevi Widjiastuti Rahayu Ningsih,
Khaeroni, A.Ma., Mujiyanti, A.Ma., Nurtosiyah Eva Setyoningsih,
A.Ma., Rido Amarwiaji, S.Kom., dan Siami adalah tenaga pendidik
eks tenaga honorer yang telah menjalankan tugasnya sebagai guru
(guru honorer) sehingga terdapat hubungan kausal antara hak
hukum pemohon Yeni Puspito, dkk diatas dengan objek
permohonan dank arena konteks kenyataan pada umumnya guru
honorer mempunyai tupoksi yangsama dengan jenjang kerja yang
lama dan penghasilan yang tidak berbeda, hal tersebut mempunyai
kesamaan kedudukan dengan guru honorer yang telah masuk dalam
data base BKN, dan adanya regulasi pembatasan usia tersebut lebih
mempersempit peluang para pemohon untuk mengikuti tes seleksi

CPNS;
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Bahwa Lampiran Huruf F angka 6 huruf ¢ angka (1) Permenpan RB
Nomor 36 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan salah satu
persyaratan dalam penetapan kebutuhan formasi khusus pada seleksi
CPNS Tahun 2018 bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari
eks tenaga honorer kategori Il adalah usia paling tinggi 35 tahun
pada tanggal 1 Agustus 2018 masih aktif bekerja secara terus
menerus sampai sekarang;

Bahwa syarat pembatasan usia bagi eks tenaga honorer kategori II
dalam penetapan kebutuhan formasi khusus selesi CPNS Tahun
2018 sebagaimana dimuat dalam objek permohonan tidak
mencerminkan rasa keadilan, karena terkait pembatasan usia paling
tinggi 35 tahun adalah kategori pembatasan usia untuk pelamaran
PNS pada umumnya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawau
Negeri Sipil pasal 23 ayat (1) yang dimana peraturan tersebut
diberlakukan sama antara tenaga pendidik eks tenaga honorer tanpa
mempertimbangkan asas keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara dalam materi muatan peraturan perundang-undangan,
kesetaraan, non diskriminatif dan asas kemanfaatan mengingat
pengabdian dan jasa tenaga pendidik eks tenaga honorer yang telah
berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rentang
yang cukup lama. Oleh karena itu objek permohonan memuat

Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
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maka dirasakan tidak adil apabila hanya mengatur tenaga pendidik

eks tenaga honorer kategori II, padahal guru honorer non kategori II

telah sama-sama mengabdi dalam kurun waktu yang cukup lama,

tapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam formasi khusus
seleksi CPNS Tahun 2018, karena pada umumnya usia mereka lebih

dari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;

Bahwa sudah seharusnya tenaga pendidik honorer atau guru honorer

yang telah mengabdi cukup lama mendapat dukungan dan prioritas

dari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS.

Bahwa pengaturan norma dalam objek permohonan bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

a) Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, yang menghendaki agar setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan
berhak memperoleh  kesempatan yang sama dalam
pemerintahan;

b) Pasal 5 huruf e dan pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan  harus  dilandaskan = pada  asas
“kedayagunaan dan kehasilgunaan”, karena peraturan tersebut

memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan
perundang-undangan juga harus mencerminkan asas keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara;

c) Pasal 1 ayat (22), Pasal 2, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 67
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, yang menetapkan kebijakan dan manajemen ASN
menganut sistem merit, dengan mendasarkan kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar
berarti salah satu diantaranya tidak membedakan umur.

5. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dijelaskan

diatas maka Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:®

1) Menyatakan permohonan pemohon Paryatun, S.1.Pust., Ratna
Windhayanti, Evi Rhandini, Budi Sutriyono, S1.Pust., Winda
Wahyu Wisuda, Dwi Ambar Tyas Wulandari S.Pd., Joko
Siswanto, S.Pd., Eni Rahmawati, A. Ma., Daryono, Arif
Riyanto, Nur Hasan Wahyudi, Khifdotul Mubaroh, Tunsiyah,
S.Pd., Rosdiyah El Mukti, Paryanto, Fatkhurrokhman, S.Kom.,
Aris Maryono, Eri Rahayu, A.Ma., Dwi Rinawati, S.1.Pust.,
Sardi Musanto, Navita Sugiyarti, S.E., Latifah Nurhaini
Amalyah, S.1.Pust, Mursiatun, S.Pd., Komariyah, S.Pd.l.,
Ujang Suparman dan Sukardi tersebut tidak diterima;

2) Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari
pemohon Yeni Puspito, Umi Muftiati, Sunarto, Latiful
Mutoharoh, S.Pd.SD., Muh. Wahyudi, S.Pd., Sigit Isnurgroho,
S.Sos.I., Rusmini, O’om Komariyah, S.Pd., Dwi Setyono, Desy
Ariffiyanti, Ani Rohmah, S.Pd.SD., Samsi Miftahudin, S.Pd.,
Umi Fraikhah Rochmawati, Supinah, Slamet, A.Ma., Siti
Khamidah, S.Pd.l., Handrix Setiawan, S.H., Muslimah, S.Sos.,
Sunarsih, S.Pd., Muhaimin Yuniati, Silan, S.Pd.SD., Dewi
Mutiaraningsih Penataraningrum, S.Pd., Eri Rahayu, A.Ma.,

% Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018, putusan.mahkamahagung.go.id
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Suti, S.Pd., Awaludin, S.Pd., Hevi Widjiastuti Rahayu Ningsih,
Khaeroni, A.Ma., Muyjiyanti, A.Ma., Nurtosiyah Eva
Setyoningsih, A.Ma., Rido Amarwiaji, S.Kom., dan Siami
tersebut;

Menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf ¢ angka (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018,
tanggal 27 Agustus 2018, tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bertentangan dengan
pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 huruf e dan pasal 6
huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 ayat (22),
pasal 2, pasal 61, pasal 62 dan pasal 67 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menyatakan Lampiran Huruf F angka 6 huruf c angka (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018, tanggal 27 Agustus
2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk
mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara
untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).



BAB IV
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 74/P/HUM/2018 TENTANG PENGHAPUSAN BATAS
USIA BAGI GURU HONORER DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI

NEGERI SIPIL (CPNS)

A. Tinjavan Yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018
Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No.
74/P/HUM/2018, menyatakan bahwa syarat batasan umur yang terdapat
dalam objek permohonan yaitu Peraturan Menteri Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2018 pada bagian Lampiran huruf F
angka 6 huruf c angka (1) yang dimana didalam regulasi tersebut
menyatakan bahwa batasan usia pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) yang ditujukan bagi eks tenaga honorer kategori II khususnya bagi
tenaga pendidik atau guru honorer (guru tidak tetap) dalam penempatan
kebutuhan (formasi) khusus seleksi CPNS Tahun 2018 tidak mencerminkan
rasa keadilan dan para guru honorer merasa adanya perlakuan diskriminasi
yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Majelis Mahkamah Agung
pembatasan usia paling tinggi 35 tahun dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(PNS) diberlakukan sama kepada tenaga pendidik eks tenaga honorer

kategori II tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan.
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Pemerintah mengabaikan pengabdian dan jasa tenaga pendidik eks tenaga
honorer kategori II yaitu para guru honorer yang selama ini telah
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rentang pengabdiannya yang cukup
lama.

Karena hal itulah regulasi syarat usia maksimal 35 tahun untuk
mengikuti seleksi CPNS dirasa tidak adil jika diberlakukan terhadap para
guru honorer yang dimana sudah mengabdi sekian lama dan usia para guru
honorer rata-rata lebih dari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018, sehingga
dengan berlakunya Peraturan Menpan RB tersebut para guru honorer
dianggap tidak memenuhi syarat formasi khusus seleksi CPNS Tahun 2018
dan menutup asa para guru honorer untuk mengikuti seleksi CPNS yang
selama ini diinginkannya sejak lama.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 para
pemohon merupakan tenaga pendidik eks tenaga honorer yang telah
menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang ditetapkan berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang. Para pemohon tersebut telah
mengabdikan dirinya sebagai tenaga pendidik eks tenaga honorer sebagai
guru di lembaga pendidikan antara lain di lembaga pendidikan yang tersebar
di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan telah mengabdi dalam rentan
waktu yang cukup lama antara 5-16 tahun. Para pemohon selama mengabdi
mendapatkan gaji atau honor yang tidak sepadan atau tidak sebanding atas
pengabdiannya yang selama ini sudah dilakukannya. Usia para pemohon

rata-rata telah lebih dari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018.
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Bahwa pengaturan norma yang terdapat dalam objek permohonan yaitu
Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun
2018 bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi
yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam pasal tersebut negara
menjamin dan mengakui hak warganya untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja serta setiap
warga negara mempunyai hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

Bahwa objek permohonan tersebut juga bertentangan dengan pasal 5
huruf e dan pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya lembaga
yang berwenang dalam hal membentuk suatu peraturan perundang-undangan
harus dilandaskan dan memenuhi asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”
karena dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan sangatlah
dibutuhkan dan harus mempunyai nilai manfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan
juga harus mencerminkan asas “keadilan” secara proporsional dan
menyuluruh tanpa terkecuali bagi setiap warga negara.

Bahwa objek permohonan bertentangan dengan pasal 1 ayat (22), Pasal
2, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menetapkan kebijakan dan
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Manajemen ASN menganut sistem merit. Sistem merit ialah kebijakan dan
Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, unsur
atau kondisi kecacatan. Dalam pasal tersebut terdapat frasa “adil dan wajar”
yang mempunyai arti tidak membedakan dan membatasi masalah umur.

Jika menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah
Agung dalam mengabulkan permohonan uji materil yang termaktub di dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018, jika dikaitkan dengan
hukum positif yang membahas perihal hak asasi manusia dan rumusan hak
asasi manusia internasional akan menemukan persamaan dan kesesuaian
antara lain:

1) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia dan Pancasila juga
merupakan sumber dari segala sumber hukum yang termaktub dalam
pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Didalam Pancasila terdapat 5 sila. Jika
dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.74/P/HUM/2018 maka
putusan tersebut telah memenuhi sila ke 5 yang berbunyi “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
Idelogi bangsa Indonesia menekankan bahwa Negara dalam hal ini
pemerintah yang berkuasa dan memiliki kewenangan dalam memimpin

warganya haruslah mempunyai sikap adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
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2) Disamping pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945, nilai yang
mengandung tentang hak asasi manusia terdapat dalam pasal dalam
batang tubuh UUD 1945. Pembukaan yang terdapat dalam UUD 1945 di
dalamnya berisi falsafah Pancasila yang jelas meengakui keberadaan hak
asasi manusia secara menyeluruh pada semua bidang baik bidang politik,
ekonomi, sosial dan budaya. Penjelasan pasal 1 ayat (3) UUD 1945
bahwa ‘“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Indonesia
berdasarkan hukum (Rechsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machstaat). Prinsip utama negara hukum yang menganut
doktrin baik itu “rechstaat” maupun “rule of law’ yaitu untuk
membatasi penguasa (pemerintah dalam arti luas) dalam bersikap,
bertindak atas dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan adanya jaminan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Negara Indonesia juga menganut sistem pemerintahan yaitu sistem
Demokrasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar. Dalam membahas
perihal hak asasi manusia, UUD 1945 setelah Amandemen telah
mengaturkan secara khusus di dalam Bab XA yang memuat 10 pasal
mulai dari pasal 28A-J. Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah
Agung No. 74/P/HUM/2018 sangatlah pantas Mahkamah Agung dalam

amar putusannya mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan
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oleh pemohon. Karena di dalam Pasal 28D ayat (2) dan (3) UUD 1945
bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja serta
mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan
kerja serta warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.

Di dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 pasal 5 huruf 3 dan pasal 6 huruf g tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 pasal 1 ayat (22), pasal 2, pasal 61, pasal 62, dan pasal 67 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) keduanya terdapat frasa ‘“keadilan”,
dimana pertimbangan Majelis Mahkamah Agung dalam amar putusanya
mengabulkan permohonan uji materil pemohon menggunakan
pertimbangan keadilan yang proporsional atau menyeluruh bagi semua
warga negara tanpa adanya batasan umur dalam mengikuti seleksi CPNS
khususnya bagi para tenaga honorer kategori II yaitu tenaga pendidik
atau guru honorer yang telah lama mengabdi untuk mencerdaskan
bangsa dan para guru honorer tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena
terhalangnya regulasi yang mengatur bahwa usia pelamar paling tinggi
35 tahun, padahal usia para guru honorer rata-rata lebih dari 35 tahun.
Maka dari itu para guru honorer tidak memenuhi persyaratan batas usia
dalam pengaturan formasi khusus seleksi CPNS Tahun 2018.

Adanya korelasi antara Putusan Mahkamah Agung Nomor

74/P/HUM/2018 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
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tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam pasal 3 ayat (2), (3), pasal 17
terdapat frasa “pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi
manusia” serta frasa “tanpa diskriminasi”. Dapat ditarik kesimpulan
bahwa korelasinya yaitu bahwa saat Majelis Mahkamah Agung dalam
mempertimbangkan objek permohonan terdapat perilaku diskriminasi
yang dialami oleh para guru honorer yang merasa hak nya dirugikan atas
berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2018, maka dari itu untuk menjamin,
mengakui dan melindungi hak asasi para guru honorer Majelis
Mahkamah Agung dalam amar putusanya mengabulkan permohonan uji
materil pemohon.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights) dalam pasal 7 disimpulkan bahwa semua orang berhak
mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi, serta
pasal 23 ayat (1) - (4) yang membahas hak semua orang untuk bekerja
yang adil, menerima upah yang adil tanpa diskriminasi dan hak atas
standar hidup atau kesejahteraan yang layak bagi pribadi dan keluarga.
Konvenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (/nternasional
Convenant Economic, Social and Cultural Rights) atau Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia ke
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Convenant Economic, Social and Cultural Rights (Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya). Di dalam pasal 6 dan 7 dapat ditarik
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kesimpulan bahwa negara peserta Konvenan termasuk negara Indonesia
menjamin, mengakui dan melindungi hak warganya atas pekerjaan,
menikamti kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, bayaran atau
upah yang adil, kehidupan layak, kondisi kerja yang aman dan sehat
serta kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke
jenjang yang lebih tinggi tanpa didasari pertimbangan apapun kecuali
senioritas dan kemampuan.

7) Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyinggung perihal
upah atau gaji yang diterima para guru honorer selama mereka mengabdi
yaitu tidak layak atau tidak sebanding dengan pengabdiannya selama
bertahun-tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal
menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan bahwa penghasilan yang layak merupakan jumlah
penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan

keluarga secara wajar.

B. Tinjavan Figh Siyvasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
74/P/HUM/2018

Dalam Figh Siyasah pembahasan mengenai hak asasi manusia sangatlah

luas baik di dalam Alquran, Hadis, pendapat para ilmuwan fikih dan rumusan

hak asasi manusia internasional. Di dalam Alquran terdapat banyak firman
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Allah dalam hal membahas seputar hak asasi manusia. Untuk menganalisis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 ditinjau dari Figh

Siyasah terdapat firman Allah yang mengatur tentang keadilan, persamaan,

kesamaan derajat umat manusia dan hak-hak pendukung diantaranya yaitu

hak memperoleh kebutuhan pokok dan hak bekerja
Jika menganalisis pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis

Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan uji materil yang

termaktub di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018, jika

dikaitkan dengan hukum Islam (Figh Hak Asasi Manusia) yang membahas
perihal hak asasi manusia dan rumusan hak asasi manusia internasional akan
menemukan persamaan dan kesesuaian antara lain:

1) Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam
mengabulkan permohonan uji materil atas pertimbangan asas “keadilan”
proporsional atau keadilan bagi seluruh warga negara yang mana
Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan bahwa Peraturan
Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertentangan dengan
peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 28D UUD
1945 pasal (2) dan (3) dan pasal 5 huruf e dan pasal 6 huruf g Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan serta pasal 1 ayat
(22), pasal 2, pasal 61, pasal 62 dan pasal 67 yang dimana pasal tersebut
menyinggung frasa “keadilan”. Dalam Al-qur’an telah disinggung juga
masalah tentang keadilan. Dalam firman Allah QS. Al- A’raaf Ayat 29

dan QS. Al-Hadiid Ayat 25 yang berbunyi.
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Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di Setiap sembahyang
dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-
Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan
(demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".!
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Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya
Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi
Maha Perkasa.?

2) Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018 dijelaskan bahwa para pemohon
mendapatkan gaji atau honor yang tidak sesuai atau tidak sebanding
dengan jasa pengabdiannya selama bertahun-tahun dalam mencerdaskan
bangsa. Padahal para guru honorer tersebut menggantungkan kebutuhan

pokok atau kebutuhan sehari-hari dengan hasil gaji yang mereka peroleh

selama menjadi guru honorer. Di dalam Alquran telah dijelaskan bahwa

! Kemenag RI, A/l-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-A’raaf Ayat 29, hlm. 153
2 Kemenag RI, A/-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Hadiid Ayat 25, hlm. 541
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Islam mengatur tentang hak memperoleh kebutuhan pokok yang

terdapat dalam QS. Al-Ma’arij Ayat 24-25

v 8.
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Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi
orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-
apa (yang tidak mau meminta).

3) Persamaan derajat umat manusia
Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan
menggunakan pasal 28D ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Islam

mengakui secara tegas persamaan umat manusia yang termaktub dalam

firman Allah QS. Al-Hujuraat Ayat 13 dan QS. An-Nisa’ Ayat 1
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Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*
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% Kemenag RI, A/-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Ma’arij Ayat 24-25, hlm. 569
* Kemenag RI, A/-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al-Hujuraat Ayat 13, hlm. 517
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.’

4) Hak untuk bekerja
Islam memberikan pengakuan dan perlindungan setiap manusia

mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Firman Allah

QS. At-Taubah Ayat 105.°
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dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa
yang telah kamu kerjakan.

5) Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam telah
menjamin dan mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan
dan diatur dalam pasal 13 bahwa “bekerja merupakan hak yang dijamin
oleh pemerintah pemerintah dan masyarakat bagi siapa saja yang
mampu bekerja. Setiap orang berhak memilih pekerjaan yang paling

sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja memiliki

hak keselamatan dan keamanan dan jaminan sosial lainnya. Setiap

° Kemenag RI, A/-Majid: Alquran Terjamah dan Tajwid Warna, An-Nisa’ Ayat 1, him. 77
% Kemenag RI, A/-Majid: Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, At-Taubah Ayat 105, hlm. 203
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pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya,
dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Ia memperoleh
hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk
mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya tanpa ada penundaan
waktu, juga berhak menikamti liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan
pangkat yang menjadi hak nya. Dalam hal ini, dia wajib berdedikasi dan
bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam
satu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan
perselisihan itu dan memiliki keluhan yang diperbaiki, hak dikukuhkan
dan keadilan ditegakkan tanpa penyelewengan sedikitpun”.’

6) Piagam Madinah mengatur tentang persamaan dan keadilan yang

terdapat dalam pasal 13, pasal; 15, pasal 16, pasal 22, pasal 23, pasal 24,

pasal 37 dan pasal 40.

” Mujaid Kumkelo, et al., Figh HAM ..., 167.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitan yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelunnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil menurut para tenaga honorer khusunya para guru
honorer merugikan hak mereka karena dengan berlakunya regulasi
tersebut para guru honorer tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena
usia mereka lebih dari 35 tahun. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan
bahwa batas usia pelamar CPNS paling tinggi 35 tahun. Menurut
pendapat Mahkamah Agung peraturan tersebut telah bertentangan
dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) dan (3), Pasal 5 huruf e dan pasal
6 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 1 ayat (22),
pasal 2, pasal 61, pasal 62 dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014.

Dalam Figh Siyasah masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah
membahasa peraturan perundang-undangan yang menjamin dan
melindungi hak asasi manusia. Didalam ajaran agama Islam tidak

membatasi umatnya dan memberikan kebebasan dalam hal mencari
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pekerjaan. Karena Allah melalui Alquran dan Hadis telah menegaskan
bahwa menjamin, melindungi dan mengakui keberadaan hak asasi

manusia.

B. Saran

1.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/P/HUM/2018 yang dalam amar
putusannya mengatakan bahwa objek permohonan Peraturan Menteri
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukan
nya lebih tinggi yaitu bertentangan dengan pasal 28D ayat (2) dan (3)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 5 huruf e
dan pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pasal 1 ayat (22),
pasal 2, pasal 61, pasal 62, pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) seyogyanya dilaksanakan
dan dipatuhi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi dan Birokrasi sebagai menteri yang mempunyai kewenangan
membuat dan mengesahkan Peraturan Menteri dan mempunyai tugas
membantu Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
dalam meneyelenggarakan pemerintahan negara dalam bidang

pemerintahan reformasi dan birokrasi di Indonesia.
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Untuk  melaksanakan = Putusan =~ Mahkamah  Agung  Nomor
74/P/HUM/2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mengkaji ulang putusan tersebut dan membuat
peraturan yang mencerminkan asas keadilan, kesetaraan, non
diskriminatif, kesejahteraan dan “kedayagunaan dan kehasilgunaan”
agar nasib, hak-hak dan kesejahteraan para guru honorer lebih
diperhatikan dan diprioritaskan terlebih dahulu dalam seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanpa membatasi usia pelamar dalam

mengikuti seleksi CPNS khusus tenaga honorer kategori II.
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